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BAB V 

  PENUTUP   

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa masyarakat sudah terbantu dengan sarana dan prasarana yang telah 

disediakan oleh pemerintah Desa sehingga masyarakat dapat memproduksi hasil 

tenun yang lebih berkualitas lagi dan hasil produk mereka memuaskan sesuai 

pesanan para konsumen. Peran pemerintah dalam Memperkuat kerajinan tenun 

ikat di desa Letmafo Kecamatan Insana Tengan dari segi indikator infrastruktur 

sudah adanya perlengkapan atau alat  tradisional yang disediakan oleh pihak yang 

berwenang. 

 

5.2  Saran  

1. Kemudahan untuk mengakses dana pinjaman modal dari pemerintah menjadi 

sangat penting untuk menarik para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) dalam mengakses program bantuan tersebut. 

2. Pendidikan dan pelatihan dari pemerintah khususnya terhadap para 

masyarakat penenun pada Tenun Ikat Desa Letmafo Timur belum maksimal, 

hendaknya bisa dilaksanakan secara rutin dan merata bagi semua pelaku 

usaha.  

3. Pemasaran kerajinan tenun ikat akan semakin terbantu jika ditambah dengan 

penggunaan media elektronik khususnya media internet, sehingga jangkauan 

pemasaran akan semakin luas.  
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